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PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUII

Analisis Procedural Justice, Distributive Justice, Balance Of
Accountability and Psychological Safety Terhadap Kualitas Anggaran

Disusun oleh: Merliana Wahyuningsih

Dosen pembimbing: Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

ABSTRACT

Budgeting is a process of planning the use of resources to achieve a goal, but
this process has drawn criticism because the resulting budget is irrelevant and not
strategic. In Indonesia, budget preparation is carried out through Musrenbang,
development conference to support the achievement justice and proportional
budget. The method used in this research is multiple regression analysis using SPSS
software. The research results representation that procedural justice has a big
influence in the initial budget preparation process to support conformity and
consistency. Distributive justice has a role and coordination between departments,
most of the budget that has been prepared can be absorbed optimally and right on
target according to the measure. Balance of accountability and psychological
safety, the program accountability process is according to plan and task
implementers are comfortable in exercise their duties. In implementing the budget,
accountability can be carried out clearly and properly documented appropriate.

Key words: procedural justice, distributive justice, balance of accountability and

psychological safety, budget quality
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PENDAHULUAN

Budgeting adalah rencana penggunaan sumber daya dan pencapaian yang akan
ditujukan dengan manfaat untuk melakukan penganggaran terhadap suatu tujuan
(Stobierski, 2021). Tujuan dari pembuatan anggaran untuk memudahkan
pemerintah dalam mengelola pengeluaran agregat, alokasi biaya sesuai dengan
prioritas pemerintah, dan meningkatkan efektifitas program dan kebijakan. Tingkat
penganggaran setiap bagian pemerintah berbeda-beda yang bersifat komprehensif
dan fokus pada pengeluaran sektor tententu dengan frekuensi dan durasi yang
berbeda.

Realisasinya anggaran menuai beberapa kritik di masyarakat, pembuatan
anggaran berdasarkan keputusan masa lalu yang dibekukan untuk digunakan
sebagai keputusan sekarang sehingga anggaran yang dihasilkan menjadi tidak

relevan dan strategis. Tingkat kepercayaan masyarakat petugas penganggaran jauh
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lebih rendah dibandingkan dengan banyak orang tidak lagi percaya bahwa orang
lain memikirkan kepentingan terbaik. Volatilitas informasi penting agar rencana
pengeluaran pemerintah lebih dapat disesuaikan dengan lingkungan yang terbatas
sumber dayanya. Kavanagh & Agarunova (2022) berpendapat bahwa dalam
penyusunan anggaran seringkali tujuan pokok yang akan dicapai tidak digunakan

sebagai acuan membuat anggaran, melainkan menggunakan anggaran.

Di Indonesia dalam penyusunan anggaran dilakukan melalui musrenbang
yaitu musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan beberapa pihak-
pihak yang berkaitan dengan penyususnan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
Tujuannya untuk mendorong rencana pembangunnan daerah dan rencana
pembangunan nasional sehingga dapat diciptakan anggaran yang berkualitas.
Musrenbang diatur dalam undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional. Kualitas anggaran yang dibuat akan dinilai
berdasarakan tingkat konsistensi, serta permasalahan ketimpangan pembangunan

antar wilayah (Sugiarto & Mutiarin, 2017).

Petugas pembuat anggaran harus menerapkan keadilan dalam melakukan
setiap proses pekerjaannya. Menurut Libby & Thorne (2017) dalam pembutan
anggaran dibutuhkan input, proses, dan output. Tahapan dalam pembuatan
anggaran ini dilakukan untuk meperolen anggaran yang berkualitas dan
mengedapankan keadilan. Keadilan prosedural, yang mengacu pada proses yang
adil. Pertama anggaran dapat dikatakan memiliki keadilan jika setiap orang
memiliki kesempatan untuk masukan nominal dalam anggaran. Kedua kriteria
pengambilan keputusan yang jelas diterapkan sama untuk semua orang (Kavanagh
& Agarunova, 2022). Keadilan prosedural, keadilan dalam cara pengambilan
keputusan, yang merupakan faktor penting dalam perilaku manusia dengan melalui
legitimasi aturan politik serta untuk penerimaan keputusan administratif (Levacic
& Glover, 2020).

Dalam pendistribusiannnya anggaran juga harus memiliki keadilan, yang
terkait dengan proporsionalitas dan kesetaraan. Prinsip proporsionalitaskebanyakan
orang percaya dapat menimbulkan banyak konflik sehingga petugas pembuat

anggaran harus menerapkannya berdasar peraturan yang berlaku
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(Kavanagh & Agarunova, 2022). Brown et.al (2017), dalam pengaturan anggaran
yang ditetapkan dan proses penganggaran partisipatif dapat menyebabkan efisiensi
anggaran. Dalam pengambilan keputusan anggaran yang mengedepankan
kepentingan bersama dapat dicapai melalui proses yang kompleks, dan hasil terbaik

dapat dicapai dengan pertimbangan berbagai faktor yang diperhitungkan.

Akuntanbilitas dan psychological safety, keseimbangan psikologi dan
akuntabilitas yang diyakini bersama setiap tim dalam organisasi untuk mengambil
tanggung jawab dengan posisi yang aman dalam menghadapi risiko. Psikologi yang
aman dalam organisasi membuat seseorang benar-benar merasa bebas untuk
memberikan pemikiran terbaik. Kepribadian pengelola, jenis anggaran yang
ditetapkan (pendapatan atau pengeluaran), pendekatan pelaporan kinerja, dan
tingkat ketidakpastian yang ada merupakan faktor penting yang tidak dapat
diabaikan untuk menggapai sukses. Tujuan tersebut membutuhkan tingkat
kepekaan yang tinggi dan keterampilan komunikasi yang baik di antara paraakuntan
(Raghunandan et.al, 2012).

LANDASAN TEORI
Teori Agensi

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), digunakan untuk
memahami perilaku principle yaitu masyarakat dan pemerintah sebagai agen.Kedua
belah pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda dan masing-masing pihak akan
berusaha keras untuk mendapatkan kemakmuran. Perbedaan kepentingan dapat
permasalahan asimetris informasi seperti agen yaitu pemerintahyang memiliki
tanggung jawab melakukan pengelolaan anggaran membuat kepetusan-keputusan
yang tidak sesuai dengan tujuan principal atau masyarakat. Perbedaan tujuan ini
akan membuat kecenderungan masyarakat berfikir bahwa pemerintah fokus pada
kepentingan pribadi dan pelaksanan proyek jangka pendek tanpa memikirkan

kesejahteraan masyarakat.
Kualitas Anggaran

Anggaran dibuat berdasarkan prioritas tertentu, yaitu: 1) kebutuhan masyarakat

terpenuhi 2) Pengalokasian sumber daya 3) Mengurangi risiko dan ketidak pastian
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dari segala bidang. 4) Memiliki program pemerintah yang tersusun menurut
(Abdullah, 2018). Prioritas anggaran ini di terapkan untuk meningkatkan
keterserapan anggaran dimasyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dan
kemakmuran. Kualitas anggaran dinilai melalui 3 aspek yaitu perancangan
anggaran, perlaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran yang diatur
dalam peraturan mentri keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang monitoring dan

evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L.

Kajian Literatur

Brown et.al (2017), penganggaran partisipatif memungkinkan atasan untuk
memperoleh informasi pribadi dari bawahan dan memungkinkan atasan untuk
membuat keputusan yang lebih baik. Akan tetapi, bawahan yang mementingkan diri
sendiri dapat membiaskan laporan anggaran mereka untuk keuntungan pribadi,
sehingga mengurangi nilai laporan anggaran mereka bagi atasan. Salah satu cara
potensial untuk mempengaruhi laporan anggaran bawahan adalah melalui
penyusunan permintaan anggaran. Faktor lain yang dapat mempengaruhi laporan
anggaran bawahan adalah pihak mana yang menetapkan anggaran. menemukan
bahwa penyusunan anggaran tidak menghasilkan perbedaan dalam kelonggaran

secara keseluruhan.

Popesko (2015), melakukan penelitian mengenai penganggaran dan
perencanaan hasil menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi dengan metode
tradisional, tetapi juga keinginan yang rendah untuk mengubah sistem
penganggaran.. Penganggaran dan perencanaan adalah alat dasar untuk sistem
pengendalian manajemen. Keterbatasan utama anggaran tradisional terletak pada
ketidakfleksibelan dan ketidakmampuannya untuk menghadapi perubahan

lingkungan.

Menurut Carlson et.al (2015), dalam penelitian mengenai Efek Kontraksi
Anggaran: Bagaimana Kontrak Anggaran Menyebabkan Kurang Bervariasi
Pilihan. Efek penyusutan anggaran relevan untuk memahami keputusan
pengeluaran konsumen yang anggarannya mengalami penyusutan, baik karena
guncangan pendapatan, kenaikan harga yang substansial, atau penurunan anggaran
diskresioner sebagai akibat dari kenaikan mengeluarkan uang di tempat lain.
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PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keadilan yang mengacu pada proses adil, proses penganggaran menunjukkan
keadilan prosedural jauh lebih baik dalam mencegah konflik di masyarakat.
Keadilan prosedural merupakan keadilan dalam cara pengambilan keputusan,
faktor penting dalam perilaku manusia dengan melalui legitimasi aturan politik
serta untuk penerimaan keputusan administratif (Levacic & Glover, 2020).
Keadilan dalam penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap kualitas
anggaran yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai keadilan yang ditegakkan maka
akan membuat kualitas suatu anggaran semakin baik, karena tidak ada
kecenderungan mendukung kepentingan satu pihak, melainkan kepetingan bersama
yang akan dijadikan acuaan dalam pembuatan anggaran. Keadilan prosedural,
legitimasi diperlukan dalam membuat anggaran agar tetap akurat serta acuan yang
digunakan dalam pengambilan keputusan jelas, sehingga dapat diterapkan oleh
semua pihak. Dengan keadilan proseduran ini akan membentuk anggaran yang
berkualitas dan keputusan yang diambil tidak bias dan dipandu oleh penalaran yang
konsisten, transparan, dan logis serta dapat dipercaya tentang bagaimana keputusan
mereka akan berdampak pada kesejahteraan mereka yang terlibat

H1: Procedural justice berpengaruh positif terhadap kualitas anggaran

Keadilan distribusi mengacu pada proporsionalitas dan kesetaraan
kesempatan yang perlu ditetapkan oleh pejabat pembuat anggaran dengan
memikirkan dan menerapkan prinsip keadilan dalam penganggaran (Kavanagh &
Agarunova, 2022). Dalam hal ini proporsionalitas pembuatan anggaran akan
mempengaruhi kualitas anggaran yang dibuat. Tingkat anggaran yang proporsional
sesuai kebutuhan akan lebih mudah setiap pelaksana anggaran dalam melakukan
tugasnya. Keberhasilan anggaran dengan keadilan distribusi bertumpu pada
pendistribusian peningkatan anggaran kepada pemangku kepentingan yang cukup
untuk mempertahankan pengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
(Liando & Elim, 2016). Distributive ini menerapkan keadilan yanng menerapkan

proporsionalitas anggaran untuk setiap daerah dengan informasi dan karakteristik
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berbeda. Proporsionalitas ini akan mendukung jumlah anggaran yang lebih besar
untuk daerah dengan potensi tinggi.

H2: Distributive justice berpengaruh positif terhadap kualitas anggaran

Menurut Raghunandan et.al (2012), dalam pengambilan keputusan
anggaran yang mengedepankan kepentingan bersama adalah poses komplek yang
harus dilalui dengan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dan tidak boleh
diabaikan. Faktor tersebut antara lain kepribadian dari pengelola anggaran, jenis
dari anggaran yang ditetapkan baik pendapatan dan pengeluran, pelaporan Kinerja
yang menggunakan pendekatan, serta tingkat ketidakpastian baik ekonomi maupun
global. Dalam mencapai kepetusan anggaran yang mengedepankan kepentingan
bersama perlu membutuhkan tinggan kepekaan yang tinggi dan keterampilan
berkomunikasi yang baik antar pelaksana anggaran terutama akuntan dalam
melakukan penyususnan laporan. Akuntanbilitas dan psychological safety akan
memiliki pengaruh terhadap kualitas anggaran, hal ini disebabkan oleh
keseimbangan psikologi dan akuntabilitas yang diyakini bersama setiap tim dalam
organisasi untuk mengambil tanggung jawab dengan posisi yang aman dalam
menghadapi risiko. Akuntabilitas terbagi menjadi 2 yaitu pertama akuntabilitas
hasil, penekanan pada hasil yang dicapai dalam penganggaran yang tidak pasti
berhasil dan kedua, akuntabilitas proses dapat dievaluasi dari proses yang dilalui
untuk mecapai hasil. akuntabilitas selama siklus anggaran dipusatkan pada tindakan
dan pencapaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Psikologi yang
aman dalam organisasi membuat seseorang benar-benar merasa bebas untuk
memberikan pemikiran terbaik. Dengan penekanan pada akuntabilitas hasil dan
penekanan yang kurang pada akuntabilitas proses untuk menjadi

ketidakseimbangan dalam organisasi.

H3: Balance of accountability and psychological safety berpengaruh positif

terhadap kualitas anggaran

Berdasarkan uraian di atas maka model dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:
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Procedural Justice (PJ) —

Distibution Justice (DJ) —— Kuallta(sKAAr;ggaran

Balance Of Accountability And [l
Psychological Safety (AP)

Gambar 1 Model Penelitian

KA = o+ B1PJ + 2DJ + B3BA + ¢

Keterangan:
KA : Kualitas anggaran
o} : Bilangan konstan
B1PJ : Procedural justice
B2DJ : Distribution justice
B3BA : Balance of accountability and psychological safety
e : Error

METODE PENELITIAN

Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner sebagai media langsunguntuk
memperoleh data. Populasi dalam penelitian adalah pembuat anggaran yaitupihak-
pihak yang terkait dalam pembutan anggaran daerah di wilayah kabupaten Bantul.
Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampelpenelitian. Dalam

penelitian ini kriteria responden yang dapat dijadikan sampel adalah:

1) Bekerja pada bagian penyusunan anggaran di pemerintah kabupaten Bantul
2) Terlibat dalam proses penyusunan, pemantauan, dan advokasi APBD

Variabel independen dalam penelitian ini adalah procedural justice,
distributive justice, dan balance of accountability and psychological safety.
Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas anggaran. Item
pertanyan kuesioner menggunakan model skala likert . Hasil data yang diperoleh

akan diuji melalui tahapan penelitian dengan menggunakan software SPSS.

STIE-YKPN Yogyakarta

repository.stieykpn.ac.id



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUII

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan denganpengumpulan
dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika
deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas dan membuat summary
data agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Penyajian data dapat berupa tabel,
gambar, maupun grafik.

Uji validitas bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat
mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk
mengukur sejauhmana suatu instrument pengukuran dapat diandalkan atau
konsisten dalam memberikan hasil yang sama pada setiap pengukuran yang
dilakukan. Reliabilitas ini faktor penting karena jika instrument pengukuran tidak
dapat diandalkan atau konsisten maka hasil pengukuran yang diperoleh tidak valid
atau tidak dapat diandalkan.

Uji asumsi Kklasik merupakan uji yang digunakan untuk memastikan model
regresi yang diperoleh adalah yang terbaik dalam menentukan estimasi sehingga
menghasilkan hasil yang tidak bias dan konsisten bebas dari penyimpangan asumsi
dan memenuhi ketentuan uji linier yang baik (Juliandi, 2014). Uji asumsi klasik
dalam penelitian ini terdapat 3 uji yaitu Pertama, uji multikolinieritas untuk
mengetahui apakah terjadi interkolerasi atau hubungan yang kuat antar variabel
independen.

Analisis regresi merupakan analisi untuk mengukur besaran pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda
berfungsi untuk mengetahui arah dan bersaran pengaruh dari variabel-variabel

independen dalam penelitian terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu data yang
didapatkan dari kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian yang diajukan sebanyak
100 lembar kuesioner, yang kemudian dilakukan seleksi terhadap kesesuaian
responden dan kriteria penelitian didapatkan 85 kuesioner dapat digunakan sebagai

data penelitian dan 15 kuesioner tidak dapat dijadikan data penelitian.
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Tabel 1 Pemilihan sampel penelitian

Keterangan Jumlah
Kuesioner yang disebar 100
Kuesioner tidak dapat digunakan 15
Kuesioner yang dapat digunakan 85

Hasil pengujian statistika deskriptif menunjukkan nilai standar deviasi
masing-masing variabel menunjukkan penyebaran data variabel, nilai ini lebih
rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya yang dapat diartikan data penelitian
bersifat homogen.

Tabel 2 Hasi uji statistika deskriptif

N Minimum Maksimum Rata-rata ~ Standar deviasi
PJ 85 11,60 29,74 23,05 5,83
DJ 85 92 23,74 18,63 4,26
BA 85 15,30 36,36 7,22 6,18
KA 85 11,27 28,98 21,72 5,53

Keterangan: PJ adalah Procedural justice, DJ adalah Distribution justice, BA
adalah Balance of accountability and psychological safety, KA adalah kualitas

anggaran

Uji validitas dan uji reliabilitas Dalam penelitian ini tingkat signifikansi
yang digunakan adalah 5%. R tabel dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh r tabel
0.211 dibandingkang dengan r hitung lebih kecil maka apat disimpulkan data yang
diperoleh valid. Hasil uji reliabilitas dapat diketahui dari nilai Conbach’s Alpha
untuk masing masing variabel, variabel PJ 0.948 variabel DJ 0.924 variabel BA
0.922 dan variabel KA 0.926 maka dapat disimpulkan hasil penelitian memenuhi

uji reliabilitas.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menjaga tingkat konsistensi, ketepatan
estimasi, dan menjaga hasil penelitian tidak bias. Dalam penelitian ini dilakukan 3

uji asumsi Klasik. Pertama, uji multikolinieritas untuk menguiji lebih dari 2 variabel
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independen jadi harus dilakukan jika tahapan pengujian menggunakan uji regresi
berganda. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai tolerance dari ketiga variabel
independen menunjukkan >0.10 dan nilai VIF <10, maka dapat disimpulkan data-

data yang dikumpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Pengujian kedua, uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk menguiji
apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan residual dalam pengamatan
data penelitian. Hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi lebih
besar jika bandingkan dengan 0.05, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dilihat dari sebaran data penelitian melalui
scatterplot sebaran data tidak terdapat pola yang jelas serta sebaran data berada
diatas dan dibawah angka nol, , maka dapat disimpulkan melalui scatterplot tidak

terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pengujian yang ketiga adalah uji normalitas data, berfungsi untuk melihat
sebaran dari data penelitian. Dalam penelitian ini hasil diperoleh nilai asymp sig
0.305 yang menunjukkan nilai lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan data
berdistibusi normal. hasil data berdistribusi normal juga ditunjukkan dalam p-p plot
dengan sebaran data mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulakan data
berdistribusi normal. Dari ketiga uji asumsi klasik yang telah dilakukan menyatakan
semua uji terpenuhi maka untuk tahap selanjutnya dilakukan uji regresi linier

berganda.

Uji regresi linier berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen yang terdiri dari satu atau lebih dari dua vaiabel terhadap variabel
dependen. Hasil pengujian regresi linier berganda terdapat 3 jenis hasil yaitu hasil
uji t, uji f, serta koefisien determinasi. Variabel independen pertama procedural
justice dan variabel balance of accountability and psychological safety memiliki
memiliki nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dibandingkan 0.05 maka hasil ini
menunjukkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas anggaran.
variabel independen kedua distributive justice memiliki nilai signifikansi 0.303
maka hasil ini menunjukkan distributive justice tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kualitas anggaran.
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Tabel 3 Hasil pengujian regresi linier berganda

Variabel  Nilai signifikansi Arah Keterangan
H1 0.001* Positif Terdukung

H2 0.303 Positif Tidak terdukung

H3 0.001* Positif Terdukung

Keterangan: * signifikan 0.05

H1: Procedural justice berpengaruh positif terhadap kualitas anggaran

H2: Distributive justice berpengaruh positif terhadap kualitas anggaran

H3: Balance of accountability and psychological safety berpengaruh positif
terhadap kualitas anggaran

Berdasarkan hasil pengujian model regresi pada tabel 4.9 diperoleh persamaan
regresi linier berganda dalam hasil penelitian sebagai berikut:
Y=0.004+0.358X1+0.183X2+0.370X3 + e

Nilai konstanta diperoleh sebesar 0.004 yang memiliki arti apabila variabel
procedural justice, distributive justice, dan balance of accountability and
psychological safety di ibaratkan bernilai 0 maka nilai kualitas anggaran 0.004. nilai
koefisien regresi procedural justice bernilai positif sebesar 0.358 yang memiliki arti
bahwa apabila ada peningkatan 1% pada variabel procedural justice maka akan
menyebabkan peningkatan kualitas anggaran 0.358. Nilai koefisien regresi
distributive justice bernilai positif sebesar 0.183 yang memiliki arti bahwa apabila
ada peningkatan 1% pada variabel distributive justice maka akan menyebabkan
peningkatan kualitas anggaran 0.183. Nilai koefisien regresi balance of
accountability and psychological safety bernilai positif sebesar 0.370 yang
memiliki arti bahwa apabila ada peningkatan 1% pada variabel distributive justice
maka akan menyebabkan peningkatan kualitas anggaran 0.370.

Hasil uji F nilai signifikansi menunjukkan 0.000 yang berarti lebih kecil dari
pada 0,05 sehingga dapat disimpul kan bahwa variabel independen yang terdiri dari
procedural justice, distributive justice, dan balance of accountability and

psychological safety memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitasanggaran.
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Koefisien determinasi dalam penelitian digunakan untuk mengetahui
seberapa berpengaruhnya variabel-variabel independen terhadap variabeldependen.
Dalam koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R square 0.797 maka
memiliki arti bahwa variabel procedural justice, distributive justice dan balance of
accountability and psychological safety memiliki pengaruh secarabersama-sama
79.7% terhadap variabel kualitas anggaran dan sisanya 20.3% di pengaruhi variabel

lain diluar penelitian.

Tabel 4 Hasil uji koefisien determinasi

Model Adjusted R Square
1 0.797

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa procedural justice berpengaruh signifikan
positif terhadap kualitas anggaran. Posedur yang jelas dan terdiskripsikan dalam
penyusunan anggaran mendukung terciptanya anggaran yang berkualitas. Peraturan
dan kebijakan penyusunan anggaran, akan memberikan acuan untuk mencapai
anggaran yang disusun sesuai dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan
yang telah disahkan. Keadilan dalam cara pengambilan keputusan, merupakan
faktor penting dalam legitimasi aturan politik serta untuk penerimaan keputusan
administratif (Levacic & Glover, 2020). Anggaran yang dibuat dengan musyawarah
dengan melibatkan partisipasi semua pihak dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berdasar teori agen proses musyawarah akan memberikan ruang bagi
masyarakat untuk menyalurkan aspiriasi yang dibutuhkan dilingkungannya,

sehingga bersifat menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan etika dan moral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distributive justice tidak mendukung
kualitas anggaran. Peran dan koordinasi antar bagian diperlukan untuk sehingga
sebagian besar anggaran yang telah disiapkan belum mampu diserap secara
maksimal dan tepat sasaran. Hasil penelitian ini didukung oleh Brown et.al (2017)
banyak anggaran yang ditolak oleh bawahan saat atasan menetapkan anggaran

sedangkan kesejahteraan atasan justru lebih besar saat bawahan menetapkan
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anggaran, hal ini karena pengalokasikan belanja dalam porsi yang seimbang tidak
sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat maka
dari itu perlu meninjau lebih jauh manfaat serta pengalokasian belanja daerah
sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja di
masa yang akan datang. Hasil penelitian Carlson et.al (2015), menunjukkan bukti
bahwa kemerosotan ekonomi menyebabkan pengalokasikan anggaran ke kategori
yang lebih sedikit. Kemerosotan ekonomi ini akan membuat tingkat ekonomi yang
tidak stabil sehingga pengalokasian anggaran akan lebih sedikit karena anggaran

tidak fleksibel dalam mengikuti perubahan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa balance of accountability and
psychological safety mendukung kualitas anggaran. Keseimbangan accountability
and psychological safety akan membentuk anggaran yang berkualitas. Anggaran
yang dibuat dengan seoptimal dan serealistis akan memungkinkan berjalanya suatu
program ditambah dukungan dan kepercayaan yang tinggi dari pemimpin untuk
pelaksananya program sesuai rencana. Pembuat anggaran akan menetapkan
anggaran secara musyawarah akan mengatur anggaran sesuai dengan kebutuhan
yang ada sehingga tidak ada tekanan yang dapat meminimilkan dan menimbulkan
anggaran tidak dapat tercapai (Joseph at. al, 2017). Stuhlinger (2022), bahwa
kompetensi perencanaan keuangan strategis memiliki pengaruh terkuat terhadap
kinerja keuangan, dan kompetensi penganggaran memiliki pengaruh terkuat
terhadap Kkinerja organisasi. Kompetensi yang dimiliki dapat bermanfaat untuk
menjalankan akuntanbilitas anggaran sehingga laporan program dapat
terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat jelas dalam pengalokasian dan
mudah dipahami oleh pembaca laporan realisasi anggaran. Manajemen keuangan
publik memiliki karakteristik dan prospek memiliki prospek penting dalam
kesuksesan perekonomian suatu negara (Asher et.al, 2015). Manajemen keuangan
public yang baik ini perlu adanya dukungan dari aparatur untuk memberikan
pemahaman dan pelatihan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang baik

sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
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PENUTUP
Kesimpulan

Procedural justice, anggaran disusun sesuai dan konsisten dengan peraturan dan
kebijakan permerintah serta anggaran disusun berdasarkan musyawarah untuk
menciptakan program yang berbasis kesejahteraan. Program yang diciptakan sesuai
dengan kebutuhan dan disusun berdasar data dan informasi yang akurat,
menyeluruh, komprehensif serta berdasar etika dan moral yang ada.

Distributive justice memiliki peran dan koordinasi antar bagian diperlukan
untuk sehingga sebagian besar anggaran yang telah disiapkan belum mampu
diserap secara maksimal dan tepat sasaran. Pengalokasian anggaran yang tepat
sasaran akan dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja

suatu daerah.

Balance of accountability and psychological safety, dikaitkan dengan
proses pertanggungjawaban program sesuai rencan dan pelaksana tugas memiliki
kenyamanan dalam menjalankan tugasnya. Anggaran yang dibuat seoptimal dan
serealistis mungkin agar anggaran dapat terealisasikan. Dalam pelaksanaan
anggaran pertanggungjawaban harus secara jelas dan terdokumentasikan dengan

baik sesuai dengan hasil evalusai ekonomi, kemampuan, ancaman, dan kesempatan.
Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah populasi penelitian yang sedikit
sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisasi. Penelitian hanya melihat dari
satu sudut pandang yaitu pembuat anggaran sehingga kualitas anggaran hanya

dilihat dari sisi pembuat anggaran.
Saran

Penelitian selajutnya, diharapkan lebih memberikan spesifikasi terhadap
pembuatan anggaran untuk program dan sumber dana yang digunakan. Variabel
penelitian dapat ditambahkan seperti tingkat inflasi setiap tahunnya. Tingkat inflasi
akan memiliki dampak pada peningkatan harga-harga di pasar, dan hal ini akan

membuat anggran mengalami peningkatan.
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